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BUPATI PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 226 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS

Menimbang

Mengingat

TERINTEGRASI DI KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa sistem informasi kearsipan dinamis
terintegrasi memegang peranan yang cukup
penting dalam mendukung terselenggaranya
sistem pemerintahan berbasis elektronik dan
aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara
baik, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan
yang bersih dan efektif;

bahwa pedoman penerapan sistem informasi
kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan
dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban,
kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan
sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
mendukung terselenggaranya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mencapai
tujuannya, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di
Kabupaten Pasuruan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Daerah
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);









Pasal 3

Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam
menerapkan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
mengacu pada Pedoman Penerapan SRIKANDI.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Pedoman Penerapan SRIKANDI meliputi:
a. pengertian umum dalam penerapan SRIKANDI;
b. indikator penerapan SRIKANDI; dan
c. penerapan SRIKANDI.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian umum, indikator dan
penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Selama SRIKANDI belum dapat dimanfaatkan karena dalam proses
persiapan, maka Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) tetap dapat
digunakan oleh Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah
Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 226

































E.

Penanggung Jawab SRIKANDI
Penanggungjawab pengelolaan SRIKANDI, yaitu :

a.
b.

Bupati Pasuruan sebagai penanggungjawab pengelolaan SRIKANDI.

Sekretaris Daerah selaku ketua sebagai penanggungjawab harian
pengelolaan SRIKANDI.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/koordinator aplikasi
sebagai penanggungjawab teknis pengelolaan SRIKANDI.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Koordinator
Penyelenggaraan Kearsipan sebagai penanggungjawab manajemen
pengelolaan SRIKANDI.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagai koordinator Kepagawaian dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah.

Kepala Bagian Organisasi sebagai koordinator tata laksana.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF





